KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Menimbang

Mengingat

NOMOR : PR 15 DJPU TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN ICAO STATE LETTER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

a. bahwa sebagai anggota Organisasi Penerbangan Sipil

Internasional (International Civil Aviation
Organization/ICAO), Indonesia harus patuh dan tunduk
terhadap standar dan rekomendasi (Standard and
Recommended Practices/SARPs) yang dikeluarkan oleh
ICAO;

. bahwa guna memastikan kepatuhan Indonesia terhadap

ICAO SARPs diperlukan komitmen Indonesia untuk
mengikuti  perkembangan  standar dan = peraturan
penerbangan sipil internasional yang disampaikan melalui
ICAO State Letter;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Udara tentang Petunjuk Teknis Penanganan ICAO State
Letter;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

_ Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 815);

_ Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor

KP 114 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan,
Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di
Lingkungan Direktorat J enderal Perhubungan Udara;
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2) Proses penanganan ICAO State Letter dianggap selesai
setelah:

a) PIC di lingkungan Direktorat Jenderal
menyampaikan tanggapan kepada ICAO dan
memberikan tembusan kepada SLC; atau

b) SLC menyampaikan tanggapan kepada ICAO.

3) Tanggapan kepada ICAO sebagaimana dimaksud pada
angka 1) huruf d dan huruf e dibuat menggunakan
formulir pada ICAO State Letter terkait, dengan status
sebagai berikut:

a) Agreement Without Comment (Setuju tanpa
catatan);

b) Agreement With Comment (Setuju dengan
catatan);

c) Disagreement Without Comment (Tidak Setuju
tanpa catatan);

d) Disagreement With Comment (Tidak Setuju
dengan catatan); atau

e) No Position (Tidak Ada Posisi).

4) Penyampaian tanggapan kepada ICAO harus
memperhatikan pemenuhan sesuai batas waktu yang
ditentukan ICAO.

b. Adopsi perubahan ICAO Annex (Adoption) selain Annex 17
1) Proses penanganan dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:

a) SLC menerima, mempelajari, dan
mendistribusikan ICAO State Letter ke PiC di
lingkungan Direktorat Jenderal dan/atau PiC
KNKT;

b) PiC KNKT menindaklanjuti ICAO State Letter
sesuai dengan prosedur yang diatur secara
internal KNKT;

c) PiIC di lingkungan  Direktorat Jenderal
menindaklanjuti ICAO State Letter dengan

tahapan:
(1) berkoordinasi dengan Focal Point, dalam
memantau:

(a) proses penyusunan dan pengesahan
Peraturan Menteri, Keputusan Menteri
dan/atau Keputusan Direktur Jenderal
dan apabila dibutuhkan dapat
berkoordinasi dengan instansi atau ahli
di bidang terkait; dan

(b) proses identifikasi perbedaan terhadap
ICAO Annex maupun penentuan
Perbedaan Signifikan (Significant
Differences);

(2) menyampaikan perbedaan antara peraturan
nasional dengan ICAO Annex yang telah
disetujui oleh kepala Unit Kerja kepada
NCMC guna dilakukan pengisian CC/EFOD
dan validasi pada portal ICAO OLF (online
framework);

(3) menyampaikan Perbedaan Signifikan



2)

3)

4)
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(Significant Difference) yang telah disetujui
oleh Kepala Unit Kerja kepada Kepala Unit
Kerja yang membidangi urusan navigasi
penerbangan guna dipublikasikan pada AIP,
dalam hal adanya Perbedaan Signifikan
(Significant Difference);

(4) mengkoordinasikan pengisian formulir
Disapproval dan menyampaikan formulir
Disapproval yang telah disetujui Kepala Unit
Kerja kepada ICAO, dalam hal terdapat
ketidaksetujuan terhadap perubahan ICAO
Annex (Adoption);

d) SLC mendokumentasikan hasil penanganan
ICAO State Letter, dengan menggunakan matriks
pemantauan dan pelaporan penanganan ICAO
State Letter sebagaimana tercantum pada
Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal
ini.

Proses penanganan ICAO State Letter dianggap selesai

setelah:

a) dilakukan evaluasi terhadap ICAO State Letter; atau

b) Formulir ketidaksetujuan (Disapproval) telah
disampaikan kepada ICAO, dalam hal terdapat
ketidaksetujuan terhadap perubahan ICAO Annex
(Adoption).

Perbedaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf

c).(1).(b) dan huruf c).(2) merupakan perbedaan antara

peraturan nasional dengan ICAO Annex, yang meliputi:

a) More exacting or exceeds a SARP, dalam hal peraturan
nasional lebih ketat dari ICAO Annex;

b) Different in Character or the Contracting State has
established other means of compliance, dalam hal
peraturan nasional mengatur dengan metode yang
berbeda dari ICAO Annex atau kepatuhan dalam
bentuk lain; atau

c) Less Protective, Partially Implemented, or Not
Implemented, dalam hal peraturan nasional lebih
longgar dari ICAO Annex, ICAO Annex diterapkan
sebagian atau tidak diterapkan.

Penyusunan dan pengesahan Peraturan Menteri,

Keputusan Menteri dan/atau Keputusan Direktur Jenderal

sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c).(1).(a)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penyampaian tanggapan kepada ICAO harus

memperhatikan pemenuhan sesuai batas waktu yang

ditentukan ICAO.

Adopsi perubahan ICAO Annex (Adoption) untuk Annex 17

1)

Proses penanganan dilakukan dengan tahapan sebagai

berikut:
a) SLC menerima, mempelajari, mendistribusikan ICAO

State Letter ke PiC pada Unit Kerja yang membidangi






- 14 -

(2) mengirim tanggapan yang sudah disetujui
oleh Kepala Unit Kerja kepada ICAO dengan
tembusan kepada SLC untuk ICAO State
Letter,

c) Dalam hal substansi ICAO State Letter terkait
lebih dari 1 (satu) Unit Kerja:

(1) PiC di lingkungan Direktorat Jenderal
mengirim tanggapan terhadap ICAO State
Letter yang terkait dengan unit kerjanya dan
telah disetujui oleh Kepala Unit Kerja
kepada SLC; dan

(2) SLC mengirimkan tanggapan kepada ICAO
yang telah disetujui oleh  Sekretaris
Direktorat Jenderal.

d) SLC mendokumentasikan hasil penanganan
ICAO State Letter, dengan menggunakan matriks
pemantauan dan pelaporan penanganan ICAO
State Letter sebagaimana tercantum pada
Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal
ini.

2) Proses penanganan ICAO State Letter dianggap selesai
setelah:

a) PiC di lingkungan  Direktorat Jenderal
menyampaikan tanggapan kepada ICAO dan
memberikan tembusan kepada SLC; atau

b) SLC menyampaikan tanggapan kepada ICAO.

3) Tanggapan kepada ICAO sebagaimana dimaksud pada
angka 1) huruf b).(2) dan huruf c) untuk PANS dibuat
menggunakan formulir pada ICAO State Letter terkait,
dengan status sebagai berikut:

a) Agreement Without Comment (Setuju tanpa
catatan);

b) Agreement With Comment (Setuju dengan
catatan);

c) Disagreement Without Comment (Tidak Setuju
tanpa catatan);

d) Disagreement With Comment (Tidak Setuju
dengan catatan); atau

e)  No Position (Tidak Ada Posisi).

4) Penyampaian tanggapan kepada ICAO harus
memperhatikan pemenuhan sesuai batas waktu yang
ditentukan ICAO.

b. Persetujuan Perubahan (Approval)
1) Proses penanganan dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:

a) SLC menerima, mempelajari, dan
mendistribusikan ICAO State Letter ke PiC di
lingkungan Direktorat Jenderal;

b) PiC di lingkungan  Direktorat Jenderal
menindaklanjuti ICAO State Letter dengan

tahapan:
(1) berkoordinasi dengan Focal Point, dalam
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BABV
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian yang membidangi kerja sama internasional berkoordinasi dengan
NCMC dan NC untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
terhadap proses penanganan tindak lanjut ICAO State Letter dengan
menggunakan matriks pemantauan dan pelaporan penanganan ICAO
State Letter sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

PiC melaporkan proses penanganan tindak lanjut ICAO State Letter
kepada SLC setiap bulan.

Bagian yang membidangi kerja sama internasional mengadakan
pertemuan rutin paling lama setiap 4 (empat) bulan, guna melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap penanganan ICAO State Letter.

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Direktur Jenderal
melalui Sekretaris Direktorat Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam
satu tahun.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd.

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,







